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ABSTRAK

Dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, kepatuhan,
dan/atau investigatif terhadap pemerintah, BPK memberikan rekomendasi tindak
lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan, menyelesaikan permasalahan,
dan/atau memperbaiki suatu sistem agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi.
Sampai dengan tahun 2023, masih terdapat rekomendasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh tingkat tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap kinerja
keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur
berdasarkan rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan keuangan pemerintah daerah. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap efisiensi keuangan pemerintah daerah dan
pertumbuhan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: BPK, Tindak Lanjut Rekomendasi, Kinerja Pemerintah Daerah

ABSTRACT

In conducting audits of financial reports, performance, compliance, and/or
investigative matters related to the government, BPK (Audit Board of Indonesia)
provides follow-up recommendations to address identified issues, resolve problems,
and/or improve systems to prevent similar issues from recurring. As of 2023, there are
still follow-up recommendations from BPK audits that have not been acted upon by
the local governments (regencies/cities) in South Sulawesi Province. Therefore, this
study aims to determine the effect of the level of follow-up on BPK audit
recommendations on the financial performance of local governments in South
Sulawesi Province, measured by the efficiency ratio and the financial growth ratio of
regional governments. The results of this study show that there is a significant effect
of follow-up on BPK audit findings on the financial efficiency and financial growth of
local governments.

Keywords: BPK, Follow-up Reccomendation, Local Government Performance
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BAB |
PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki dan dikelola
oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai
tujuan daerah yang telah ditetapkan. Dengan adanya kewenangan untuk mengelola
keuangan, pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui pemanfaatan hak dan kewajiban yang dimiliki secara efektif dan
efisien dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah
oleh pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu pendistribusian sumber daya
secara adil dan merata sehingga manfaat atas sumber daya yang dimiliki oleh negara
dapat dirasakan oleh setiap masyarakat di seluruh Indonesia.

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan. Ruang lingkup keuangan daerah antara lain mencakup hak
daerah untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah, melakukan pinjaman,
kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pelayanan masyarakat dan
pemerintahan, membayar tagihan, menatausahakan penerimaan dan pengeluaran
daerah, serta mengelola kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau
kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis,
transparan, tertib, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kepatutan,
manfaat untuk masyarakat, keadilan, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu cara
untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah (Sartika, 2019).
Penilaian kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dinilai penting untuk
mengetahui apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik
dan dapat menjadi dasar dalam menyusun anggaran serta kegiatan di tahun-tahun
berikutnya. Analisis kinerja keuangan juga membantu pemerintah daerah untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit keuangan di masa yang akan datang
akibat pengelolaan keuangan daerah yang tidak tepat. Meskipun tujuan utama

pemerintah daerah bukan untuk mencari laba atau keuntungan dari aktivitas yang



dijalankan dan dianggap memiliki kelangsungan hidup organisasi (going concern)
yang panjang, pemerintah daerah harus tetap memperhatikan kinerja keuangan agar
pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dapat dilakukan dengan seimbang
sehingga tidak menimbulkan defisit di masa yang akan datang, seperti meningkatkan
upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan yang
lebih besar agar seimbang dengan belanja daerah dan kewajiban penyelesaian
pembiayaan sehingga keuangan daerah dapat mengalami surplus tanpa harus
menggunakan pembiayaan baik melalui penerimaan pinjaman, penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang
melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, kepatuhan, dan/atau
investigatif terhadap pemerintah pusat, lembaga negara, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau
badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain melaksanakan pemeriksaan
tersebut, BPK juga melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, pemantauan atas pemanfaatan
hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian
keterangan ahli. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mengungkapkan
permasalahan yang ditemukan, penyebab permasalahan, akibat, kriteria, dan
rekomendasi. Rekomendasi atas temuan pemeriksaan diberikan untuk mengatasi
permasalahan yang ditemukan, menyelesaikan permasalahan, dan/atau memperbaiki
suatu sistem agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi. Hasil pemeriksaan yang
dikeluarkan oleh BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta
kepada pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pejabat wajib untuk
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Pejabat terkait juga wajib
memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK atas tindak lanjut rekomendasi
selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Dalam menindaklanjuti
rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK, entitas pemeriksaan menyusun rencana

kerja (action plan) untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh



entitas dalam melaksanakan tindak lanjut. BPK akan melakukan pemantauan atas
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan entitas pada setiap
semester dan berdasarkan pemantauan tersebut akan diketahui apakah pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan entitas telah sesuai dengan rekomendasi,
belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, atau
rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan data yang disajikan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS) 1l Tahun 2023 diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2023 BPK telah
menyampaikan 714.368 rekomendasi kepada entitas pemeriksaan dengan nilai sebesar
Rp319,99 triliun yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Belum Ditindaklanjuti Ti'dak Dap?t .
5,00% atau 35.556 Ditindaklanjuti
rekomendasi sebesar 1,00% ataL.u 7-430
Rp22,60 triliun rekomendasi sebesar

Rp24,66 triliun

Belum Sesuai
15,80% atau 112.980
rekomendasi sebesar

Rp114,36 triliun

Sesuai Dengan Rekomendasi
78,20% atau 558.402
rekomendasi sebesar

Rp158,37 triliun

Gambar 1. 1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
sampai dengan Semester 1l Tahun 2023

Sumber: IHPS Semester Il Tahun 2023

Informasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas merupakan
tindak lanjut pemerintah pusat, lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain
yang mengelola keuangan negara atas temuan pemeriksaan BPK melalui pemeriksaan
keuangan, kinerja, dan kepatuhan. Pada entitas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan,
berdasarkan data yang disajikan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD)
Tahun 2023 diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2023 BPK telah
menyampaikan 25.874 rekomendasi kepada entitas pemeriksaan dengan nilai sebesar

Rp2,52 triliun yang ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Belum Ditindaklanjuti Tidak Dapat
0,18% at'fau 46 Ditindaklanjuti
rekomendasi sebesar 1,23% atau 317

Rp59,45 miliar rekomendasi sebesar
Belum Sesuai Rp93,01 miliar
19,70% atau 5.095
rekomendasi sebesar
Rp1.508,55 miliar

Sesuai Dengan Rekomendasi
78,89% atau 20.416
rekomendasi sebesar

Rp864,74 miliar

Gambar 1. 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester 11 Tahun 2023

Sumber: IHPD Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa masih terdapat rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di provinsi
Sulawesi Selatan sebanyak 46 rekomendasi dan rekomendasi yang telah
ditindaklanjuti namun belum sesuai sebanyak 5.095 rekomendasi yang berasal dari
temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kelemahan sistem
pengendalian internal, dan ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan.
Faktor-faktor seperti koordinasi yang belum optimal (Sugih Sutrisno, 2021), budaya
kerja yang belum optimal (Nahor, J. L. B., Adriani, A., Nor, W., 2021), kurangnya
pemahaman tentang cara melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil
pemeriksaan dan proses tindak lanjut yang belum dilakukan berdasarkan standar yang
ada (Essing, S. A., Saerang, D. P. E., Lambey, L., 2017), kelemahan pengawasan dan
pengendalian internal serta kurangnya dukungan dari pihak legislatif (Budaya, A.,
2016) merupakan faktor yang mempengaruhi proses tindak lanjut yang dilakukan oleh
pemerintah kabupaten/kota.

Fenomena belum selesainya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan
defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2023 menjadi latar

belakang penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis



apakah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh terhadap kinerja
keuangan daerah. Pada penelitian ini, indikator kinerja keuangan daerah yang
digunakan adalah tingkat efisiensi dan tingkat pertumbuhan keuangan daerah. Hal ini
perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat
membantu pemerintah untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK dan menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk
meningkatkan kinerja keuangan daerah.
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